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BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BI.IF.IL'I'[ MUARA ENIM
NOMOR 40 TAHUN 2001
TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI XANTOR

PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daemsh
Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Pemhentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Dacrah Kabupaten Muoara Enlin, maka dalam rangka
kelamcaran pelsksanaan tugas Kantor Pariwisata Seni dan
Budaya perlu dilalodkan Pengabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim ;
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huruf a perln menetapkan Kepuinsan Bupati Muara Enim
tentang Penjabaran  Tugas Pokok dan Fungsi Kantor
Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim,

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959

tentang Pembentuken Daerah Tingkat 11 dan Eotapraje di
Smiateta Selatan | Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 1959 Nosmor 73, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821 ;

. Undamg-undang Republik Indonesis Nomor 22 Tahkun 1999

tentang Pemerintahan Daerah | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambabhan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ;

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999

Dacrah | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahon Lembaran Hegum Republk !n&unmn
Rm:mr&ﬂﬂlﬂ],_

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-polok Kepegawaian { Lembaran Negara
Fepublik Indomesia Tabun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 304])
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schagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999 { Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor3890 § ;

Wl

Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nemor 25 Tahun
2000 tentang HKewenangan Pemerintash dan Kewenangsm
Propinsi schagai Dacrah Otonom { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tumbahan Lembaran
Negara Nomor 3952 ) ;

G. Peraturen Pemerintah Republik Indonesia Bomor 84 Tahun
2000 tentang FPedoman Organisasi Perangkat Daerah
{ Llembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2000 Nomor
163) ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
1999 tentang Teknik penyusunan Peraturen Perundang-
undangan dan  bentuk  Rancapgan  Undang-undang,
Rancangan  Peraturan  Pemerintah, dan  Rancangan
Keputuaan Presiden

8. Peraturan Dacrah Kabupaten Musra Enim Nomor 16 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara
Enim

9. Peratursn Dacrah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Endm.

MEMUTUSKAN

Menelapkan KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG FENJABARAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PARTWISATA SENI DAN
BUDAYA KABUPATTEN MUARA ENIM.

BABR I
KETENTUAR UMUM
Pagal 1
Dralam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim

2. Pemperintah Daerah adalah Pemerintah Kebupaten Musra Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Frim.

5. Sekretaris Daerah adaleh Sekretasis Dacrah Kabupaten Muara Endim.

6. Kantor Pariwisata Seni dan Budava adalah Kantor Pariwisasts Send
dan Budaya Kabupaten Muara Enim.

7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya
Kabupaten Muara Enim.

8. Kelompok ... ...
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8. Kclompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil
yang di beri tagas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan vang sesual dengan
profesi keabhliannya dalam roangka mendulkung kelancaran tugas
pemerintahan,
BAB 1
KEDUDUKAN, TUGAS POHOK DAN FUNGSI
Pasal 2

{1) Kantor Pariwisata Seni dan Budayva merupsaksn unsur penunjang
Pemerintahan Dacrah di bidang Pariwiseta Seni dan Budaya.

{2 Kantor Pariwisatn Seni dan Budaya di pimpin olch scorang kepala

yarg berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Dactah,

Pazal 3
Hantor  Pariwigsata Semdi dan  Budaya —memipunyai - tugas
wmenyelenggamkan pembinaan di bidang Pariwisata Seni dan Budaya
yang menjadi | fanggungjawabnyae  meliputi | perencanasn dan
pengendalian pembangunan kepariwisatazan, menggali dan
mengembangkan kebudavaan dan kesenian daerah.

Pasal 4

Untuk menyclenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kantor
Parrwisala Sem dan Budaya mempunyai fungsi

a. Pelakasnaan pernmussn kebijakan teknis dalam bidang pembinaan
kepaniwisataan, kebudayaan dan kesenian daerah;

b. Pelakssuaan dan  pengendalian  pembangunan  kepariwisatasn,
Kehudayaan dan Kesenian Dacrah ;

. Fasilitasi penvelenggarasn kegintan kepariwisataan, kebundayaan
dan kescnian dacrah ;

. Penyclenggaraan peningkatan, pemeliharasn dan pengembangan
Apicsiasi Seni Budaya dan Benda Cagar Budaya ;

e. Pelaksansan urmsan ketatansahaan,

BAEB IN
ORGANISAS]
Bagian Pertama
SUBUNAN ORGANISASI

Pasals ..........
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Pasal 5
Kantor Pariwisata Seni dan Budaya terdin dasi

a. Kepala ;
b. Sub Bagian Tata usaha ;
c. Selisi Sarana dan Objek Wisata ;
d. Seksi Kebudayaan dan Kesenian Dacrah |
e. Kelompok Jshatan Fungsional.

Bagian Kedua
SUB BAGIAN TATA UBAHA
Pasal &

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakaanakan penynsianan
rencansa dan  program, urusan sural menyurat dan  kearsipan,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, mmah tangga dan perjalanan
dinag,

Paszal 7

Untik menyelenggarakan tugas terscbut pada Pasal 6, Sub Bagian Tata
lJsaha mempunyal fungsi

a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan peoyusuna  TETCHITE,
program kerja dan pelaporan

b. Pelaksanaan urusan kepegawalian ;
. Pelaksanean pengelolzan adiministrasi kevangan ;

d. Pclaksansan nrusan surat menyuraf dan kearsipan, rumeh tangga,
perlengkapan, kehumasan dan perjalanan dinas ;

e.  Pelaksanasn tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
BEKSI SARANA DAN DBJEK WISATA
Pasal 8

Seksi Sarana dan Ohjek Wisata mempunyzi {ugas melaksanalkan
penyiapan  bahan  kegiatan  pembinaan, pcugembangan  dan
pemantauan sarsna den lingkungan wisata serta ghijek dan daya tark
wisata,

Pas=al ©

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal B, Scksl Sarana
dan Objek Wisata mempunyai fitngsi ;

a. Penyusunan ...
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&  Penyusunan renacana  pelaksanaan  dan pembinaan  telnis
pengembangan sarana dan objek Panwisata |

b, Penyiapan bahan penyelenggaraan pengelolaan dan pengawasan
- pembangunan dan pengembangan sarana dan Hogkungan wisata,
cbjek wisata, straksi wisala, rekreasi dan hiburan umuim ;

¢. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinasn dan

pengembangan linglungan wisata, objek wisaia, airaksi wisata,
rekreasi dan hiburan mmum ;

d. Ftn}rnlcnggmnanpmmﬂmdanpcmmmnpmmsﬂmsemdan
budaya,

e.  Peoyelenggarasn perizinan usaha pariwisata |
f Pemberian Tzin penyclenggarasn Pameran seni dan Budaya

s Ptmhmmnlmnapctmmaipcmandmnaiﬂm kuhmm

padang golf, gelanggang permainan dan bﬂwlmg

. Pemberian knteria / golongan kelas usaha Hotel, usaha Restoran
dan Usaha Perjalanan Wisaia ;

i,  Pelakssmaan tugas lain yang diberikan oleh atasan :

Bagian Keempat
BEKSI KEBUDAYAAN DAN KESENIAN DAERAH
Pasal 10

Seksi Kebudayasn dan Kesenisn Daerah mempunysi  tugas
melaksanakan penyiapan bahan pembinasn kebudayaan dan kesenian
Daerah, mengusahakan pelestarion kebudaysm dan kesenian daerah,
kepurbakalaan, aset-asct nasional di daerah dan tradisional.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tcrsebut pada Pasal 10, Seksi
Kebudayaan dan Kesenian Daerah mempunyai fungsi -

a.  Penyusunan rencana pelaksanasn pembinaan  teknis
pengembangan dan pelestarian Kebudayaan dan Kescnian Dmmh'

b. Peoyelenggaraan kegiatan pembinasn adat-istiadst Daersh rlan
pengembangan kesenian Daerah

<. Penyelenggaraan inventarisasi benda budaya serta melakukan
usaha-ussha penemusn benda-benda budaya desersh manpun
nasional |
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d. Pembinaan dan pengurusan Mosewn Daersh :

e.  Pelaksanaan pementauan dan evalugsi kegiatan pembinasn dan
pengembangan Kebudavaan dan Kesenian Dacrah ;

£ Pengembangan dan pelesiarian kebudayaan dan kesenian Daerah
g Pemberian irin penyclenggaraan pameran seni dan budaya ;
h. Pelaksansan mgas lain yang diberikan oleh atasan ;
Bagian Kelima
HELOMPOK JABATAN FUNGEBIONAL
Pazal 12

.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugss melaksanakan
sebagian tugas Kantor Pariwisata Seni dan Budaya sesual dengan
bidang keashlisn tenaga fungsional masing-masing  berdasarian
peraturan perundang-undangsan yang berlaku,
Pasal 13
(1) Kelompok Jabatan Pungsionsl tordici  dari scjumlah  tcnaga
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional
sesual dengan bidang keahliannya ;
(2] Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang
lenaga fungsional semior vang ditunjuk  oleh Kepala Kantor
Pendidiksn dan Latihan ;

{3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

{4} Jenis dan jenjang jabatan tungsional sebagaimang di maksud ayat
(1} distur berdasarakan peraturan perundang-undangan  yang
bBerlaku,

BAB IV
FENUTUP
Pasal 14

Hal - hal yang belum di atur dalam hepulusan i sepanjang mengenai
pelaksanaannye akan ditetapkan tersendiri oleh Bu pati,

Pasal 15

Keputusan ini mulai berdaku pada tanggal divndanglan,

ABET SUPAFAR «.ouen



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinoya, memerintahkean
Pengundangan Keputusan ini dengan pencmpeatannya dalam Lembaran
Dacrah Kabupaten Muara Enim,

Ditetapkan di’  Muara Enim
pada tanggal 2 Metr 201

BUPATI MUARA ENIM

Fr
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AHMAD SOFJAN EFFENDIE
Diundanglkan i Muars Enim

pada tanggal ¢ Mel 2001

BEKRETARIS D KABUPATEN

ENIM




